BALINAN
NOMOR 51/2016

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI], TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang

Mengingat

=

PADA DINAS PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

bahwa schagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7
myat (3] Perwturan Dacreh Kota Malang Nomor 7
Tahun 2016 tentang rembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah, perlu menetapkan Persturan Walikota
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
mdlnhill-:-rdal.inithhlﬂmnhhﬂl!ntmn
Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;

|. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-deerah  Kota Hesar dalam
lingkungan Proping: Jawa-Timor, Jawa-Teagah, Jawa-
Barat dan Daecrah !stimewn Yogyakarta scbegaimana
telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teninng Sistem
Pendidilan, Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 :I'Ihuﬂ- 2014 tentang
Pemerintahan Daerab [Lembaran MNegara kepublik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
scbhagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daesrah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Namor 5679);

4. Peraturan Permerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubshan Hatas Wilayah Kommadya Daerah
Tingkat Il Malang dan Habupaten Daersh Tingkat i
Malang (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);

5. Peraturen Pemerintuh Nomor 19 Tahun 2005 lentang
Standar Nasional Pendidiken [Lembaran Negara
R:puhuhhﬂnnﬂh*hhunﬂlﬂﬁﬂnmnrll.mhhm
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomar 4496,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah  [Lembaran Negama  Republik
indonesin  Tohun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomar S887),

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomar 7 Tahun 2016
tentan? Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Dacrah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Decrah Kota Malung Nomor 30);

MEMUTUSEAN:

. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SBUBSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
DASAR PADA DINAS PENDIDIEAN.



BAB |
KETERTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pernturan Walikote ini yang dimaksud dengan:

|

Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

a.
4.

2.

Walilkota adalah Walikota Makang.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.

Kepala Dinus adalah Kepala Dinas Pendidikan.

Sekplah Dasar yang selanjutnys disingkat SD adalah jenjang paling
dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanukan dalam
wiktu & tahun, .

Satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melalsanakan
schagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada
jenjang Sckolah Dasar Negeri.

Sekolah Menengah Pertama yang sclanjutnya disingkat SMP adalah
jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan
pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 3 whun,

Satuan Pendidikan SMP adaluh Satuan Pendidikan yang melaksanaksn
sebagian tugas Dinas Pendidikan di bideng pendidikan dasar pada
jenjang Sckolah Menengah Pertama Negerl,

10. Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
11. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Seckolah Menengah

Pertama Negers.

12 Unit Pelaksana Teknis yang sclanjutnys disebut UPT adalah unsur

pelaksana kegiatan telmis operssional dan/atau keglatan tekmis
penunjang Dinas Pendidikan.

14, Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional vang berdasarkan padn
keihhan dan keterampilan tertentu,
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Pasal 2
Dengan Persturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Dasar.
Satuan Pendidikan Dasar scbagaimans dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:
a. Satuan Pendidilmn SD Negeri; dan
b. Satuan Pendidican SMP Negeri.

Satuan Pendidikan Dasar schaguimana dimaksud padn aoyat (1),
wmmwzmwmm

BAB 1M
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Kesaty
Sarusn Pendidikan SD Negeri

Paragral 1
Kedudulkan

Pasal 3

WMWMWUHMMW
Satuan Pendidikan SD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SD, yung
berada di bawah dan bertanggung jawsb kepada Kepals Dinas,
khususaya untuk pelaksansan teknis pendidikan pada jenjung
pendidikan SD,
mﬂnmmhnpmmdmnimpmwmuhﬂnlw
Sekolah.,

Paragral 2

Susunan Organisas
Pasal 4

Susunan organisasi Satuen Pendidikan SD terdiri dari:
o Kepaia Seloluh; dan g
b.  Kelompok Jabatan Pungsional.
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internal sebagaimana dimaksud pada ayst (3,
merupakan jabatan non struktumal yang secara operasional
bertanggung jawab kepada Kepala SD.

Pembuglan tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3,
disesuaiken dengan kebutuhan,

Paragrul 3
Uraian Tugas

Pasal 5

Satuan Pendidikan SD Negerl mempunyal tuges melaksanakan
uhﬂmmhﬂmmﬂ]dﬁhnd.npuniﬂumpﬂlp:nﬂdﬂunﬂﬂ
di sekolah masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnys scbagnimana dimaksud pada ayat {1),
Kepala SD  berkewsjiban  mengoordinasilannya dengan Dinas
Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimans dimaksud pada ayat (1},

Hepaln SD mempunya tugas:

5. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SD Negeri dalam
rangka mendayagunakan suriber daya selmlah secarn optimal

b, merencanakan program ~ dan  kegiatan sciolah berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelasanaan kegiatan;

c. mepgelols peluksanaan urusan keuangan, rumah tangge lkantor,
mmmmmrﬂmmﬂmMnm
kepegawilan;

d. mengelola peluksanaan perm.mmhun'aﬂmlninmﬂ untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan SD

I i

€. mmgu:lhnnghnnrpnlﬂ:lukuhhpuhjmﬁﬂmdmpn

kebutubian;



mengendalikan pengelolaan  sarmns dan prasarana scekolah vang
dipimpinnys dalem rengks pendaysgunaan secara optimal,

. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam ranghks

pmdh‘h.nduh.m:nnﬂmmmhuhuland-npumﬂmuuhhh'
mengendalikan  dan  mengoordinasikan  pelaksanasn penataan
administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinega
instanai pemerintah secara berenjeng
mengendalikan  dan  mengoordinasikan penjyusunan pelaporan
pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD
Neger,
. melaksunakan analisa masalah pengelolaan munajemen di Schkolah
mmmm.m.mmmmmym;
berlakou;
mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksany
operasional pada kegiatan belsjar mengajur pendidikan SD di
sckolah masing-masing;
mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/
Bawahan sesuai bidang tugas jabatannys guna lkelancaran
pelakisanaan tugas,
membimbing Pelaksana/Pejabat  Fungsional/Bawnhan  sesual
bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
memeriksa hasil kerja Pelaksans/Pejabat Fungsional/Bawahan
sesuai bidang tugas jabatannys scbagai bahan evaluasi,
. mengevaluasi pelaksansan tugas Pelaksana/Pejabat Fun3sional/
Bawuhan sesuai target kineda yang diperjanjikan dalam rangka
penilaian kinesa;
. menyampaikan saran dan pertimbangsn kepada Atasan schagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanann tugas;
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuni bidang
wmh.mdlurpn:#mhﬂmhhijahn:dm
. melaksanakan tugss kedingsan lain yang diberikan cleh Atasan
sesuni dengan tugas jabatuinya.

[+]
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pendidilan dasar yan melandasi jenjang pendidikan menengah.
Satuan Pendidikan SMP Negeri dipimpin oleh

searung Kepala SMP
berada di baweh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. i

Kepala SMP merupakan guru tambahan sebagsi
yang di beri tugas
Kepala Sekolah.

Paragral 2
Susunan Organisas

Pasal 7
Susunan Organisasi Satuan Pendidikan
: . SMP Negeri terdiri dari:
b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
mmmumdﬁmmﬁpmsumnfmumm
mwwwmm&mwm
kepada Kepala SMP.
Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SMP  scbagmimana
dimhnﬂpnﬁnmt{ij.uﬂﬂnnmdahmlmnphmmhm
Walikots ini.
Pada
Sauan Pendidikan SMP dapat dibentuk pembagisn tugas
hmnﬂfuhﬂﬂmdmﬂmdmpnﬂepmﬂmhﬂﬂk
Pem
bagian tugus internal schagaimana dimaksud pada syat (4],
merupakan  jabatan  non sruktural yang secam operasicnal
berianggung jawab kepada Kepala SMP.
Pembaegian tugas internal schagaimana dimalksud
: n L (4],
disesuailan dengan kebutuhan, ; g



Paragral 3
Uraian Tugas
Pasal B

(1) Satusn SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakas
scbagian tugns bidang pendidikan dan pengajuran pada pendidilan
SMP di sekolah masing-masing. |

2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
Kepala SMP Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas
Pendidikan,

{3 Untuk melaksanaken tugss sebagaimana dimaksud pade ayat (1),
Kepala SMP mempunyai tuges:
:.mammm&nmmmmuuawﬂm

rungka mendaysgunakan sumber daya sekolah secara optimal
untuk memenuhi Smndar Nasional Pendidikan:

b. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan
sckolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;

e, mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SMP sesual
dengan leebutuhan;

d. mengelola perubahan dan pengembangan sckolah menuju
orgunisasi pembelajaran yang efeltif;

e ntnﬂipnhnhhﬂljldlnftﬁmnkﬂlhmhndnﬂdlﬂHﬂMtﬂ
bagi pembelajaran peserta didik;

{ mengelola guru dan tenags sdministresi  dalam rangka

g mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarans sckolah yang
dipimpinnya delam ranghks pendsyagunaan secara optimal,

h-mnmhhhmnpuuhhhdnnmthtdnlmunﬂm
pcndhilnduhnnpnidc.lumhhrbﬂﬂlrdmpnmbhmmkﬂlm

i, mengendaliken dan mengoordinasikan pelaksanaan  penal@En
administrasi/ dokumentssi, penerapan Sistem Alcuntabilitas Kinerga
Insiansi Pemenntah (SAKIP) secara berjenjang,:

j. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelsporan
pengelolaan manajemen pendidilan di Sapuan Pendidikan SMP
Neger,

% melaksanakan analisa masalnh pengelolaan mansjemen di Sekolab
m'mﬂmmm.mldmmmﬁﬂ:

&
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p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Peluksuna/Pejabat Fungsional/
Bawahan sesumi target kKinerja yang diperjanjilan dalam rangks

penilaian kinerja;

q mnympnﬂunmmmpnﬁmhumnkﬂp-da!.unnmhw
bahan masukan guna Kelancaran pelaksanaan rugos;

r. mlnpurhnpﬂnhm-nhmlhp-dnAmmum-ihm
tugasnyn scbagai dasar pengambilan kebjalan; dan

5. meolaksanakan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Atasan

sesual dengan tugss jebatannya,
Pasal 11

Subbaglan Tats Ussha mempunyal rmugns menyiapkan bahan
peluksenaan wrusan administrasi  umum meliputl ketatausshaan,
organisasi dan  lata laksans, keuangan, kerjanama, hubungan
mmmhhrmhtmpmhghmhdnwmmm
dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kopegawaian Batuan
Pendidilkan SMP Negeri.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepals Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas;

a merencanakan keglatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha
berdasarkan ketentuan Peraturan  Perundang-undangan dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,

b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuni bidang tugas
jabatannys dalam rangks penyiapan . bahan  penyusunan
perencanaan dan kegiatnn Sekolah;

e. memberi petunjuk kepada Pelnksana/Bawahan sesuai bidung tugas
jabatannys dalam rangks penyiapan bahan pelaksanman urusan

i 9




B O -

TTEe—

jabatannya dalam rangks penyiapan bahan pengelolaan anggaran
dan pelaksanaan administresl keuangan,

{ memberi peiunjuk kepada Polaksana/Bawahan sesuai bidang tugas
administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di
Sckoluh;

E mmwmmhmmmnm
jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;

h. mh-mpetmqjukkupldnhhhmuﬂnmhmmni bidang tugas
jabatannya dalamn rangks pengumpulan dan penyusunan bahan
pengelolnan Barang Milik Dacrah (BMD| yang menjadi kewenangun
Satuan Pendidilan SMP Negeri;

i mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuni bidang
mhmmmwmmm

j. membimbing Pelaksana/Bawahan sesui bidang tugas jabatannoys
guna pencapaian kinerja jabatannya;

k. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesual bidang tugns
j.hawmhmjhnhmmhnﬂ'.

I mengevaluasi pelaksansan tugas Pelnksana/Bawahan scsual target
Hmdnymgdipcjmiihndﬂmmghpenﬂlhnﬂmﬂm

m. menyvampaikan saran dam pertimbangan kepade Atasan scbagat
bahan masukan guna kelancaran pelaksanann tugas,

19



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesual dengan kebutuhan.

(1)

1<)

(1

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimans dimaksud dalam Pasal 13,
terdiri dari pegawali yung memangku jabatan fungsional sesuad
Jenis jabaton fungsionsl dan jumish pejabar fungsional sebagaimans
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesual kebutuhan dan beban kegja.

BAB ¥V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala 8D, Kepala SMP, Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib meneraplan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secarn vertikal dan
horizontal balk dalam lingkungan maosing-masing maupun anians
satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Dacrah serta Instans
luin sesuai dengan tugas masing-masing.

Kepala SD, Kepala SMP dan Kepala Subbagian Tata Usaha
berkewajiban memberiknn peturnjuk, bimbingan dan Kepala Subbagian
Tats Usaha mengawasi pekerjaan Bawahan yang bernda dalam
lngRungannya

Pejabat Pungsional pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan Satuan
Pendidikan SMP Negeri secars teknis sdministratil bertanggung jawab
pada Kepals Dinas dan secarn tcknis operasional berada dibawah
koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala Sckolah.

11
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BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pacda sant Peraturan Walikots ini mulal berlaku, Peraturan Walikota Malang
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksans Telnis Pendidikan Dasar pads Dinas Pendidikan dicabut dan

dinyatalan tidak berlaku.
' Pasal 16
Peraturan Walikois ini mulai berlaku pada tangga! diundanghan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kot Malang.

Diteraplesn di Malaog
pada tanggal 22 Desember 2016

WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

tid.

IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 51

. 19650302 199003 1 019

12



ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS
PENDIIDMEAN.

SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KOTA MALANG

e e R oS IR L o

10,
11.
12.
13,
14,
15.
16.
17.
18,
19.

Zekolah Dasar Negerl Kauman 3;
Sekolah Dasar Negeri Kasn;

Sekolah Dasar MNegeri Sukoharjo 1,
Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 2,
Sekolah Dasar Negeri Bareng 1;
Sekolah Dasar Negeri Bareng 2,
Seknolah Dasar Negeri Bareng 3
Sekolah Dasar Neger Bareng 43
Sekolah Dasar Negeri Bareng 5.
Sekolah Dasar Negeri Gading Kasri]
Sekoluh Dasar Negeri Penanggungan;
Sekolah Dasar Negeri Oro-Oro Dowo;
Sekolah Dasar Negeri Rampal Celaket 1; dan
Sekolah Dasar Negeri Rampal Celakoet 2.

B, Wilayah Kecamatan Lowokwary sebagal bertout:

1.

o ;s BN

Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 15
Selolah Dusar Negerd Lowakwaru 2; £,
Sekolah Dasar Negeri Lowolowary 3,
Sckolah Dasar Negeri Lowokwaru 4,
Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 3

Sekolah Dasar Negeri Tulusrcjo 1;
13




'
7. Sekolah Negeri Tulusrejo 2;
8. Sekolah Ddsar Negeri Tuluarejo 3;
9, Sekolah Dg Negeri Tulusrejo 4;
10, Sekolah Dfsar Neger Jatimulyo 1;
11. Bekolah Diisar Negeri Jatimulyo I
12. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 3;
13, Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 4;
14. Sekolah Dasar Neger Jatimulyo 5;
15. Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 1,
16. Sckolah Dasar Negeri Tlogomas 2;
17. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 15
16. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 2;
19. Sekolah Dasar Negeri Dinoye 3,
20, Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 4,
21. Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede 1.
Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede 2,
Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1;
Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 2,
Seloolah Dasar Negeri Sumbersari 3,
Selkolah Dasar Negeri Merjosari 1]
Sekolah Desar Negeri Merjosari 2;
Sekolah Dasar Negeri Merjosari 3;
Sekolah Dasar Neger: Merjosari 4,
30, Sekolah Dasar Negeri Merjosani 5;
31. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 1;
42, Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 2;
Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu 1;
Sekolah Dasar Negeri Tasilkomadu 2
Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1;
Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 25
Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 3;
Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 4;
Sekelah Dasar Negeri Mojolangu S;
41. Sekolah Dusar Negeri Tunjungsekar 1;
42. Sckolah Pasar Negeri Tunjungsekar 2;
43. Sekolah Dasar Negeri Tunjungselkar 3;

BREEHEEE

ssgnEpes

-
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44, Sekolah D Negeri Tunjungsekar 4;

45, )Jasar Negeri Tunjungsekar S; dan

46. S Iﬁ ar Negeri Percobaun 1.
C. Wilayah Kecamatan Blimbing sebagai berilout:

1. Sckolah Dassr Negeri Belearjosari 1;

2. Sekolah Dasar Negeri Balearjosar: 2;

3, Sekoluh Dasar Negeri Palowijen 1;

4, Sekolah Dasar Negeri Polowijen 35

5. Sekolah Dasar Negeri Polowijen 3;

6. Sekolah Dasar Megeri Arjosari 1;

7.  Sekolah Dasar Neger Arjosari 2;

B. Seckolah Dasar Negeri Anjosan 3.

g. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 1;

10. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 2;

11. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 3;

12. Sekolah Dusar Negeri Purwodadi 4,

13. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 1.

14. Sskolah Dasar Negeri Blimbing 2;

15. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 3;

16. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 4;

S E:hinhnu.ﬂﬂﬂmﬂﬂ.mhugﬁ

18. ﬂnhhhﬂ-ﬂﬂm'i?andmmmgul

19. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 2,
. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 3,
Sekolah Dasar Negeri Pandanwang 4;
Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 5;
Sckolah Dasar Negeri Purwantoro £}
Euh:nhhnmrrlﬂ:riﬁﬂ'ﬁnmi;
. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 3;
. Eﬁﬂlhﬂuﬂﬂqﬂuimmmd;
. Sekolalh DasarNegesi Purwantoro 5;
28, Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 8;
Sekolah Dasar Megeri Purwantoro 7 .
_ Sekoiah Dasar Fegeri Purwantoro 8;
31. Et.knl,nht}aﬂr.q:riﬂunulrm 1
32, Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 2,
33. EehhhﬂmiftpﬁEunmrﬂnd;

8.1 i e
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41. Seckolah Dasar Negeri Polchan 2;
42. Sekolnh Dusar Negeri Polehan 3;
43. Sekolah Dasar Negeri Polchan 4;
44. Sekolah Dasar Negeri Polehan 5; dan
45. Sckolah Dasar Negeri Jodipan.

D, Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:
Sekolah Dasar Negerl Kedunghandang 1,
Sekolah Dasar Negeri Kedungkandang 2;
Sekolah Casar Negeri Lesanpuro 1;
Sekolah Dasar Negerl Lesanpure 7;
Sckolah Dasar Negerd Lesanpuro 3,
Sekolah Dasur Negeri Lesanpuro 4;

7. Sckolah Dasar Negeri Buring

Sckolah Dasar Negeri Wonokayo 1;

9, Sekolah Dasar Negeri Wonokoyo 2;

10. Sekolah Dasar Negeri Tlogowaru I;

11. Sekolah Dasar Negeri Tlogowaru 2;

12, Sekaolah Dasar Negerl Bumiayu 1;

13. Sckolah Dasar Negeri Bumiayu 2;

14, | Dasar Negeri Bumiay 3;

15. Dasar Negeri Bumiayu 4;

16, Selkollh Dasar Negeri Afowinsngun 1
17. Sckolah Dasar Negeri Afjowinangun 2,
Sekolah Dasar Negeri Mergosono 1
Sekolah Dasar Negeri Mergosono 2;
Sekolah Dasar Negeri Mergosono 3;
Sekolah Dasar Negeri Mergosono 4;
Snknhhmur%ﬁnﬁnﬂummmﬁ;
SBekolah Dasar Negeri Kotalama 1;
Sckolah Dasar Negeri Kotalama 2;
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48. Sekolah Dusar Negeri Madyopure 44

39. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 5;

40. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro &

41. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandany 1}
Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 2;
Sekolah Dasar Negeri Cemoroknndang 3;
ﬂ:lmlﬂ.hﬂmﬁuuﬁcemmhndlnid;dm
45. Sekolah Dasar Negeri Model,

FEB

E.thnhﬁmmunﬁukunwhﬂhﬁkut
Sekolah Dasar Negeri Sukun 1}
Sekolah Dasar Negeri Sulun 2
Selolah Dasar Negeri Sukun 3;
Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1]
Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 2;
Qekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 3;
Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 43
Sckolah Dasar Negeri Bakalan Krajan 1;
Sckoluh Dasar Negeri Bakalan Krajan 2;

. Sekolah Dasar Negeri Gadang 1;

. Bekoluh Dasar Negeri Gadang 2;

Sekolah Dasar Negerl Gadang 3;

. Sekolah Dasar Negeri Gadang %

Sekoldh Dasar Negeri Kebonsari 1.

. Sekolsh Dasar Negeri Kebonsari 2,
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26. Sckolah Dasar Negeri Percobasn 2;

27. Sekolah Dasar Negeri Pisangeandi 1;
26. Sekolah Dasar Negeri Pisangeandi 2;
29. Sekolah Dasar Negeri Pisangeandi 3;
30, Sckolah Dasar Negeri Pisangeand! 4,
31. Sekoloh Dasar Negeri Karangbesuki 1
32. Sckolah Dasar Negeri Karangbesuki 2,
Sekolah Dasar Negeri Kurangbesuki 3.
Selkolah Dasar Negeri Karangbesuki 4,
Sckolah Dasar Negeri Tanjungrejo 1;
Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 2;
37. Sekolah Dasar Negerd Tanjungrejo 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 4;
39. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 3;
40. Sekolnh Dasar Negeri Ciptomulyo 1]
41, Belolah Dasar Negeri Ciptomulye 2; dan
42, Sekolah Dasar Negeri Ciptomulye 3.

T

. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

A Wilayah Kecamatan Klojen sebugni berikut:
Sekolah Menengah Pertama Negeri L
Sekolah Menengah Pertams Negeri 2;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
Sekalah Menengah Pertama Negeri 4; A
Sckolah Menenguh Pertama Neger 5;
Enhnhhﬂmn";phmﬂemiﬁ:
Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
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B. Sekolah
9. Gekolah

B. Wilayah Kecan
1. Sekolah :
2, Bekolah Menen
4, Sekolah Me

C. Wilayah Keca

1. Sekolah Menengah Pertarma Negeri 11;
Sekolah Menengah Pertuma Negerl 14,
Sekoluh Menengah Pertama Negeri 16;
Sekolah Menengah Pertama Negeri 20; dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri 24.
D. Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;

2, Sckolah Menengah Pertama Negeri 10;

3, Seksolah Menengah Pertama Negeri 21;

4. Sckolah Mencngah Pertama Negeri 232,

5. Seknlah Menengah Pertama Negeri 23; dan

& Sekolah Menengah Pertamms Negeri 27.

Ewuthmmhnmﬂmuhmiherﬂmn
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
2, Sekolah Menengah Pertama Negeri 15; dan
3. Sckolah Menengah Pertama Negerl 17,

Ll B
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